
BABI 
PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Dan Perumusan Masalah 

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting oleh 

karena sebagian besar dari kehidupan manusia tergantung pada tanah, baik untuk 

tempat tinggal, maupun untuk pemenuhan kebutuhan di bidang ekonomi, sosial, 

politik dan budaya. Kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah, di samping 

disebabkan oleh jumlah penduduk yang terns bertambah, juga oleh keinginan 

manusia untuk memenuhi tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. 

Sedangkan persediaan tanah terbatas dan tidak bertambah. Ketidakseimbangan 

antara persediaan tanab dengan kebutuhan manusia akan tanah tersebut telab 

mengakibatkan nilai tanah dari waktu ke waktu menjadi semakin tinggi dan sering 

menimbulkan persoalan dengan banyak ragamnya. 

Untuk mencegah timbulnya permasalahan mengenai tanah dan untuk 

menjamin kepastian hukum tentang tanah, maka Pemerintah menyelenggarakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tanah di 

Indonesia diatur dalam Pasal 19 Undang-undang No.5 Tabun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

Undang Undang Pokok Agraria atau disingkat UUPA. Dalam Pasal 19 ayat (1) 

UUP A disebutkan; untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayab Republik Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP). Adapun PP yang 

dimaksud adalab PP No. 10 Tabun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan 
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instansilpihak yang terkait seperti Kepala DesaILurah, Camat PPAT, Notaris 

PPAT dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pendaftaran tanah juga 

disebabkan adanya unsur kesengajaan dari pihak-pihak tertentu yang ingin 

mengambil keuntungan dengan menggunakan sertifIkat untuk mencapai 

tujuannya. Sehingga dalam masyarakat sering terjadi permasalahan yang 

berkaitan dengan sertifIkat hak atas tanah, seperti: sertifIkat dobel. 

Terbitnya sertifIkat dobel ini memberikan keuntungan bagi pihak-pihak 

yang menghendaki adanya sertifIkat dobel tersebut. Akan tetapi hal ini sangat 

merugikan pihak-pihak yang secara hukum berhak atas sertifIkat tersebut. 

SertifIkat dobel ini sering menimbulkan sengketa yang dapat diselesaikan melalui 

lembaga peradilan dan non peradilan. 

Berdasar pada uraian latar belakang tersebut, maka penulis ingin 

mengajukan tesis dengan bahan pembahasan sertifIkat dobel terhadap hak atas 

tanah dengan membatasi pada permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah PP No. 24 tahun 1997 dapat menimbulkan peluang terbitnya 

sertifIkat dobel? 

2. Bagaimana cara menyelesaikannya bila terjadi sertifIkat dobel? 

2. Kajian Pustaka 

Menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah 

rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, 

berkesinambungan dan teratur meliputi, pengumpulan, pengolahan, pembukuan, 

dan penyajian serta pemeliharaan data fIsik dan data yuridis, dalam bentuk peta 

dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, 
































